
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nornor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan 
Pcngelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik lndonesia Tahu.n 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nornor 29 Tabun 2004 tentang Praktek 
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4431); 

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahu.n 2008 tentang Pembentu.kan 
Kabupaten Labuhanbatu Selalan di Provinsi Sumatera Utara 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 95, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4868); 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5063); 

BUPATl LABUHANBATU SELATAN, 
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 55 dan 

PasaJ 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 
2007 tentang Pedornan Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah, RSUD Kotapinang perlu menyusun 
Standar Pelayanan Minimal; 

b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Pcraturan Bupati tentang 
Standar Pelayanan Minimal pada Rurnah Sakit Urnurn Daerah 
Kotapinang. 
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7. Undang-Undang Nornor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5072); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Dacrah (Lembaran Negara RepubLik Indonesia Tabun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nemer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20.1.5 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia 'I'ahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nemer 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 lentang pengelolaan 
Keuangan Sadan Layanan Umum (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 ten tang Pedoman 
Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
[Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
pembagian Urusan Pemerintahan antara pernerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republ.i.k Indonesia Tahun 
2007 Nornor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

12. Peraruran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nornor 89, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nornor 4741); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pernbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndoncsia 
Nomor 6041); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 61 Tahun 2007 tcntang 
Petunjuk Teknis Penyusunan clan Penetapan Standar 
Pelayanan Minimal; 

15. Peraruran Pernerintah Dalarn Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tenrang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah; 

16. Keputusan Mcntcri Kesehatan Nornor 129 / Menkes/ 
SK/11/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rurnah Sakit; 

17. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 45 Tahun 2016 
tencang Kedudukan, Susuna.n Organisasi, Togas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Rumah Sak.it Umum Dacrah Kabupaten 
Labuhanbatu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu 
Selatan Tahun 2016 Nemer 45). 



Mcnetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL 
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTAPJNANG. 

BABl 
KETENTUAN UMUM 

PasaJ l 
Dalam Pcraruran Bupati ini yang dirnaksud dengan: 
l. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. 
2. P.emcrintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pcmcrintahan 

Daerah yang memirnpin pelaksa.naan urusa.n pemerintahan yang rnenjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adaJah Bupati Labuhanbatu Sela.tan. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Sela.tan. 
5. Rumah Sa.kit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah 

Sakit Umum Daerah Kotapinang. 
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang. 
7. Pelayanan rurnah sakit umum daerah adala.h pelayanan yang diberikan rumah 

sakit umum daerah kepada masyarakat yang meliputi pelayanan rnedik, 
pelayanan penunjang rnedik, pelayanan keperawatan, pelayanan administrasi 
manajemcn. 

8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan 
tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang rnerupakan urusan wajib daerah 
yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. 

9. Jenis pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan Rumah Sakit 
Umum Daerah kepada masyarakat, 

10. Mutu pelayanan kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat 
kesempurnaan pelayanan keschatan, yang disatu pihak dapat minirnbulkan 
kepuasan pada setiap pasien sesuai dcngan tingkat kepuasan rata-rata 
penduduk, serta pihak lain, tata penyelenggaraannya sesuai dengan standar 
dan kode etik propesi yang telah ditetapkan. 

11. Dimensi mutu adalah suatu pandangan daJam mcncnrukan penilaian terhadap 
jenis da.n rnutu pelayanan dilihat dari akses , efektifitas, efesiensi, keselamatan 
dan keamanan, kenyamanan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis 
clan hubungan antar manusia berdasar standar world health organization. 

12. Kinerja adaJah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu 
organisasi dalam menyediakan produk dalam bcntuk jasa pelayanan atau 
barang kepada pelanggan. 

13. Indikator kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi 
keadaan atau status clan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap 
perubahan yang terjadi dari wakru ke waktu atau tolak ukur prestasi 
kuantitatif/kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan 
terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya. 

14. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu 
yang harus dicapai. 

15. Defenisi operasional adalah uraian yang dimaksudkan untuk menjelaskan 
pengertian dari indikator. 

16. Frekuensi pengumpulan data adalah Irekuensi pengambilan data dari surnber 
data dari tiap indikator. 

17. Pcriode analisis adalah reritang waktu pelaksanaan kajia n terhadap Indikator 
kinerja yang dikumpulkan. 

L8. Pcmbilang (numerator) adalah besaran scbagai nilai pembilang dalarn rumus 
indikator kinerja. 

19. Penyebut (denominator) adalah besaran sebagai nilai pembagi dalarn rumus 
indikator kinerja. 

20. Standar adalah ukuran pcncapa.ian mutu/kinerja yang diharapkan bisa dicapai. 

MEMUTUSKAN: 



BABY 
F'UNGSI SPM 

Pasal 5 
SPM BLUD RSUD berfungsi scbagai berikut: 
a. sebagai alat untuk menjarnin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus 

dicapai BLUD RSUD sebagai penyedia kebutuhan pelayanan dasar bidang 
kesehatan kcpada rnasyarakat; 

b. sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja penyelenggaraan kescbatan kepada 
rnasyarakat: 

c. sebagai dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utarna pelayanan 
kesehatan kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja; 

BABIV 
BENTUK DAN ISi SPM 

Pasal 4 
SPM BLUD RSUD ditetapkan menurut bentuk dan isi yang meliputi: 
a. Jenis pelayanan, indikator dan standar pencapaian kinerja pelayanan; 
b. Uraian SPM yang meliputi: 

1. Dimensi Mutu; 
2. Tujuan; 
3. Defenisi Operasional; 
4. Frekuensi pengumpuJan data; 
5. Periodc analisa; 
6. Numeratorypembilang; 
7. Denominator/penyebut; 
8. Sumber data; 
9. Standar dan penanggungjawab pcngumpulan data. 

BAB lll 
RUANG LJNGKUP 

Pasal3 
Ruang lingkup Peraruran Bupati ini rneliputi hal-hal sebagai berikut: 
a. Benruk dan isi SPM; 
b. Fungsi SPM; 
c. Prinsip Penyusunan SPM; 
d. Pelaksanaan;dan 
e. Perobiayaan. 

BAB Il 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 
(l) Maksud diretapkannya Peraturan Bupari ini adalah sebagai pcdoman clan acuan 

bagi RSUD untuk melaksanakan urusan wajib Pemerintah Daerah di bidang 
kesehatan dalam skala minimal. 

(2) Tujuan ditetapkannya peraturan Bupati ini adalab: 
a. sebagai alat untuk rnenjamin dan meningkatkan akses dan kualitas 

pelayanan keschatan kepada rnasyarakat secara merata dalarn rangka 
penyelenggaraan pelayanan kesehatan: 

b. meningkatkan efisiensi dan cfcktifitas pelayanan kesehatan pada RSUD; 
c. memberikan standar yang jelas sebagai tolak ukur pemenuhan pelaksanaan 

pelayanan dasar bidang kesehatan kepada rnasyarakat dalam rangka 
penyelenggaraan pelayanan kesehatan. 

21. Sumber data adalah sumber bahan nyata atau keterangan yang dapat dijadikan 
dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan, 



Pasal 8 
Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan SPM BLUD RSUD adalab sebagai berikut: 
a. Peuyelenggaraan pelaya.nan kesehatan sesuai SPM BLUD RSUD dilaksanakan 

oleh pegawai sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan; 
b. BLUD RSUD melakukan sosialisasi standar pelayanan yang tclah 

ditetapkanj dicapai serta mengernbangkan standar-standar teknis pelayanan; 
c. Direktur mernbentuk Tim Evaluasi SPM BLUD RSUD; 

BAB VII 
PELAKSANAAN 

Pasal 7 
SPM BLUD .RSUD rnerupakan acuan daJam penyusunan rencana program da.n 
rencana kerja BLUD RSUD dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan 
kesehatan kepada masyarakai sebagai bagian dari penyelenggaraan urusan wajib 
yang merupakan kewenangan Perncrintah Oaerah. 

BAB VJ 
PRINSIP PENYUSUNAN SPM 

Pasal 6 
(J) Penyusunan SPM pada RSUD bcrdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: 

a. Konsensus, 
b. Sederhana; 
c. Konkrit; 
d. Terukur; 
e. Terbuka; 
r. Terjangkau; 
g. Akuntabel; 
h. Bertahap ; 

(2) Konscnsus sebagairnana dirnaksud pada ayaL (1) huruf a, bcra.rti SPM diausun 
berdasarkan kesepakatan bersama berbagai komponen atau sektor terkait dari 
unsur-unsur kesehatan dan lembaga terkait sebagai Lim penyusun. 

(3) Sederhana sebagaimana dimaksud pad a ayat (I) hurf b, berarti SPM dis usu n 
dengan kalirnat yang mudah dimengerti dan dipahami. 

(4) Konk.rit sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berarti SPM disusun 
dengan memperhatikan dimensi ruang, waktu dan persyaratan atau prosedur 
teknis. 

(5) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) hu.ruf d, berarti seluruh indikator 
dan standar didalam SPM dapat diukur baik kualitatif ataupun kuantitatif, 

(6) Terbuka sebagaimana dirnaksud ayat (1.) huruf c, berarti SPM dapat diakscs 
seluruh warga atau lapisan masyarakat. 

(7) Terjangkau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, bcrarti SPM dapat 
dicapai dengan menggunakan surnber daya dan dana yang tersedia. 

(8) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, berarti SPM dapt 
dipertanggung-gugatkan kepada publik. 

(9) Berta.hap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, berarti SPM mengikuti 
perkembangan keburuhan dan kernampuan kcuangan, kelembagaan dan 
personil dalam pencapaian SPM. 

d. sebagai acuan prioritas perencanaan dan prioritas pembiayaan pada BLUD 
RSUD; 

c. sebagai alat monitoring dan evaluasi bagi BLUD RSUO dalarn pelaksanaan 
urusan wajib bidang kesehatan. 
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Diundangkan di Kotapinang 
pada tanggal 27 Desernber '.2017 
SEKRETARJS DAERAH KABUPATEN, 

Ttd, 

ZULKIF'Ll, S.IP, M.M 
SERITA DA6:RAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 56 

Diterapkan di Kotapinang 
pada tanggal 27 Desember 2017 
BUPATI LABUHANBATU SELA.TAN, 

Ttd, 

WILDAN ASWAN TANJUNG 

BABLX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal l 1 
Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tangga1 diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, mcmerintahkan pengundangan Peraruran Bupati 
ini dengan penempatannya dalarn Bcrita Daerah Kabupateri Labuhanbatu Selatan. 

BAB vm 
PEMBIAYAAN 

Pasal 10 
Sumber pernbiayaan pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian target SPM BLUD 
RSUD dibebankan kepada Anggaran BLUD RSUD dan sumber lain yang sah dan 
tidak meningkar. 

d. Tim Evaluasi SPM mclakukan survey kcpuasan masyarakat secara periodik dan 
tcratur terhadap basil pelaksanaan SPM BLUD RSUD; dan 

e. Tim Evaluasi melakukan monitoring dan Evaluasi secant berkesinarnbungan 
terhadap kinerja BLUD RSUD dan melaporkan hasilnya kepada direktur. 

Pasal 9 
SPM sebagaimana dimaksud pada dalarn Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 
tercanrurn dalam Iarnpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan darl 
Pcraturan Bupati ini. 


